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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini berhubungan dengan pengaruh belanja modal dan penyertaan 

modal daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan seluruh Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah pada 24 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, periode pengamatan 5 tahun 

menggunakan data selisih satu tahun antara variabel Pendapatan Asli Daerah (2017-

2021) dan belanja modal serta penyertaan modal daerah (2016-2020) dengan total 

sampel sebanyak 120 sampel, kemudian dilakukan outlier menjadi 108 sampel. 

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian, yaitu: 

1. Belanja modal meningkatkan tahun anggaran 2016-2020 Pendapatan Asli 

Daerah tahun anggaran 2017-2021 akibat dari pengadaan aset tetap yang 

dapat dimanfaatkan dan/atau menunjang aktivitas dan pelayanan publik. 

Belanja modal berdasar pada kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan 

sarana prasarana. Melalui fasilitas dan sarana prasarana yang memadai akan 

timbul kepuasan masyarakat dan dapat meningkatkan produktivitas 

perekonomian, utamanya bagi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kepuasan yang dirasakan akibat fasilitas yang memadai, memicu kerelaan 

masyarakat dalam membayar pajak dan/atau retribusi atas hal yang telah 

dinikmati. 

2. Penyertaan modal daerah tahun anggaran 2016-2020 tidak berkontribusi 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2017-2021. 

Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak melakukan penyertaan 

modal secara rutin pada tahun anggaran tertentu pada badan usaha atau 

pihak ketiga yang membantu pemerintah dalam mengelola dan 

menyediakan sumber daya alam sebagai kebutuhan masyarakat. 
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Belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang 

dapat digunakan dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus sebagai sumber 

pendapatan daerah melalui kerelaan masyarakat dalam membayar pajak dan/atau 

retribusi atas hal yang telah dinikmati. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk 

mendukung kinerja badan usaha dalam hal ini BUMD atau pihak ketiga yang 

berperan membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan 

imbal hasil atas penyertaan modal sebagai pendapatan daerah. Namun dalam 

praktiknya, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan belum 

sepenuhnya memaksimalkan penyertaan modal daerah sebagai salah satu sumber 

pendapatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung tujuan penelitian, 

yakni menguji pengaruh belanja modal periode tertentu terhadap Pendapatan Asli 

Daerah periode berikutnya. Namun penyertaan modal daerah periode tertentu tidak 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode berikutnya. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terdapat missing data pada 

variabel penyertaan modal daerah, akibat dari pemerintah daerah yang tidak rutin 

melakukan penyertaan modal pada tahun anggaran tertentu. Hal ini menyebabkan 

uji yang dilakukan tidak memenuhi uji normalitas. Oleh karena itu, dilakukan 

outlier untuk mengatasi masalah tersebut. 

 

5.3. Saran 

Berlandaskan kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan 

ialah sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sepatutnya 

memprioritaskan belanja modal guna mendukung sektor-sektor potensi 

daerah, yakni perbaikan, peningkatan atau pemeliharaan infrastruktur, 
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seperti tempat kegiatan usaha (pasar/pertokoan), jalan dan jembatan serta 

tempat rekreasi yang dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi 

sekaligus sebagai sumber retribusi sehingga dapat meningkatkan potensi 

Pendapatan Asli Daerah.  

2. Pemerintah daerah selayaknya meningkatkan penyertaan modal daerah  

dalam rangka dukungan kinerja bagi BUMD dan/atau pihak ketiga sesuai 

dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. BUMD dan/atau pihak 

ketiga memiliki dwifungsi, yakni sebagai pengelola sumber daya alam yang 

membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai 

sumber pendapatan melalui imbal hasil atau dividen yang dapat 

berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
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